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TENTANG 
REFRESING LEMBAGA DESA 
“SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT”
TAHUN 2024



DESA LAMBUR
KECAMATAN MREBET
KABUPATEN PURBALINGGA

KABUPATEN PURBALINGGA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBUR
NOMOR : 10 TAHUN 2024

TENTANG
REFRESING LEMBAGA DESA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA LAMBUR KECAMATAN MREBET

KEPALA DESA LAMBUR
	Menimbang
	:
	a.
	bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di tingkat desa, perlu membentuk satuan perlindungan masyarakat;

	
	
	b.
	bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, masyarakat yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai satlinmas dengan Keputusan Kepala Desa;

	
	
	c.


d.
	bahwa berdasarkan pertimbangan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Keanggotaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Refreshing Lembaga Desa Satuan Perlindungan Masyarakat;

	
	
	
	

	Mengingat
	:
	
	1. Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang  Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Pertahanan - Keamanan kepada Departemen Dalam Negeri);
9. Kesepakatan Bersama Mentri Dalam Negeri dan Kapolri Nomor 119/1572/SJ Tahun 2002 dan No.Pol.B 2300 /VII /2002 tanggal 17 Juli 2002 tentang kerjasama Pembinaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri  Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam dan Atribut Pertahanan Sipil;
11. Peraturan Desa Lambur Nomor 03 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
12. Peraturan Desa Lambur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;


	
MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	

	

	KESATU
	:
	
	Mengangkat Nama-nama yang ada didalam lampiran Surat Keputusan ini  sebagai Satuan Tugas  Linmas  Desa  Lambur ;


	KEDUA
	:
	
	Satgas Linmas Desa Lambur berkewajiban untuk mengikuti dan melaksanakan kegiatan pelatihan, piket, pembinaan, pengembangan  dan pengawasan  pelaksanaan kegiatan Siskamling, serta tugas ketentraman dan ketertiban masyarakat lainnya;


	KETIGA
	:
	
	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



                                                                                     Ditetapkan di	:  Lambur 
Pada tanggal	:  06 Februari 2024
                                                                                    KEPALA DESA  LAMBUR




TUTI HARYANI 



	Tembusan,  disampaikan kepada  :

	1. Yth. Bapak Kesbang Linmas Kabupaten Purbalingga;

	2. Yth. Bapak Camat Mrebet;

	3. Yth. Bapak Kapolsek Mrebet;

	4. Yth. Bapak Dan Ramil Mrebet;

	5. Yth. Ketua BPD  Lambur;

	6. Yth. Babinkamtibmas Desa Lambur;

	7. Yth. Babinsa Desa Lambur;

	8. Yth. Anggota LINMAS Desa Lambur ybs;



	LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA  LAMBUR

	NOMOR           :  06 FEBRUARI 2024

	T E N T A N G  :  PENGANGKATAN ANGGOTA SATUAN TUGAS
PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) 
                           DESA  LAMBUR






DAFTAR PENGANGKATAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(LINMAS) DESA  LAMBUR
TAHUN 2024
	NO
	DESA
	RT / RW
	NAMA 
	NIK
	TTL
	UMUR
	PENDIDIKAN
	KET

	1
	LAMBUR
	 RT 01/01
	SARWO
	3303081208690001
	PURBALINGGA
	12/08/1969
	54
	TAMAT SD / SEDERAJAT
	

	2
	LAMBUR
	 RT 01/01
	RAMIN SUPRIYANTO
	3303081808680003
	PURBALINGGA
	18/08/1968
	55
	TAMAT SD / SEDERAJAT
	

	3
	LAMBUR
	 RT 02/01
	DARYONO
	3303081709820005
	PURBALINGGA
	17/09/1982
	41
	TAMAT SLTP / SEDERAJAT
	

	4
	LAMBUR
	 RT 03/01
	VIKTOR AGUS SUSANTO
	3303081001840006
	PURBALINGGA
	26/08/1992
	31
	TAMAT SLTP / SEDERAJAT
	

	5
	LAMBUR
	 RT 04/02
	KUSNO
	3303080511640002
	PURBALINGGA
	05/11/1964
	59
	TAMAT SD / SEDERAJAT
	

	6
	LAMBUR
	 RT 05/02
	SUPARJO
	3303081507630004
	PURBALINGGA
	15/07/1963
	60
	TAMAT SD / SEDERAJAT
	

	7
	LAMBUR
	 RT 06/02
	AGUS SETIAWAN
	3303081907850003
	PURBALINGGA
	19/07/1985
	38
	TAMAT SD / SEDERAJAT
	

	8
	LAMBUR
	 RT 06/02
	SOFAN MAULANA
	3303120707970004
	PURBALINGGA
	07/07/1997
	26
	SLTA / SEDERAJAT
	

	9
	LAMBUR
	 RT 06/02
	SAHIRIN
	3303086005770001
	PURBALINGGA
	26/04/1967
	57
	TAMAT SD / SEDERAJAT
	

	10
	LAMBUR
	 RT 07/03
	WAHIDIN SUWARTO
	3303081103720003
	PURBALINGGA
	11/03/1972
	52
	TAMAT SD / SEDERAJAT
	

	11
	LAMBUR
	 RT 07/03
	KASMONO
	3303080905820002
	PURBALINGGA
	09/05/1982
	42
	TAMAT SD / SEDERAJAT
	

	12
	LAMBUR
	 RT 08/03
	ARIF SOLEHAN
	3303080912870002
	PURBALINGGA
	09/12/1987
	36
	TAMAT SD / SEDERAJAT
	

	13
	LAMBUR
	 RT 08/03
	CATUR NUR BANDI
	3303081503910004
	PURBALINGGA
	15/03/1991
	33
	SLTP/SEDERAJAT
	

	14
	LAMBUR
	 RT 09/03
	MAMANG SUGIHARTO
	3303081401630002
	PURBALINGGA
	14/01/1963
	61
	DIPLOMA I / II
	

	15
	LAMBUR
	 RT 09/03
	SISWANTO
	3303082007880003
	PURBALINGGA
	20/07/1988
	36
	TAMAT SD / SEDERAJAT
	

	16
	LAMBUR
	 RT 10/04
	REKSA SUKARTO RUSDI
	3303081707630001
	PURBALINGGA
	05/03/1978
	46
	TAMAT SD / SEDERAJAT
	

	17
	LAMBUR
	 RT 11/04
	KUSYANTO
	3303080502770005
	PURBALINGGA
	05/02/1977
	47
	TAMAT SD / SEDERAJAT
	

	18
	LAMBUR
	 RT 12/04
	MISWAN
	3303080503760008
	PURBALINGGA
	05/03/1976
	48
	TAMAT SD / SEDERAJAT
	DANTON

	19
	LAMBUR
	 RT 12/04
	NUR ARIFIN
	3303080607950001
	PURBALINGGA
	06/07/1995
	28
	TAMAT SD / SEDERAJAT
	

	20
	LAMBUR
	 RT 12/04
	JUMIATI
	3303086005770001
	PURBALINGGA
	20/05/1977
	47
	TAMAT SD / SEDERAJAT
	


	Ditetapkan di	:  Lambur 
					Pada tanggal	:  06 Februari 2024
                                                             KEPALA DESA  LAMBUR


TUTI HARYANI
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